
 

 

HARE: Sharia Economic Review   Volume 2 No 1 Januari 2025

       E-ISSN:XXXX-XXXX 

 

 

DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK DAERAH OLEH BPKAD BOJONEGORO TERHADAP 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

 

Rohmatul Nur Cameiliyah, Mazro’atus Sa’adah 

UIN Sunan Ampel Surabaya 

E-Mail: rohmatulnurc@gmail.com,  

E-Mail: mazroatus.saadah@uinsa.ac.id 

 

Abstract 

This study evaluates the impact of regional tax policies implemented by the Regional 

Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bojonegoro on community welfare. 

These policies aim to increase regional revenue through the enhancement of locally 

generated revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD), which is expected to support the 

development of infrastructure, education services, and healthcare. The research employs a 

qualitative approach, including in-depth interviews with relevant stakeholders and an 

analysis of related policy documents. The findings reveal that regional tax policies have 

positively contributed to the increase in PAD and have also had a beneficial impact on the 

welfare of the local community. However, challenges such as the low public understanding 

of the benefits of taxes and compliance with tax payments remain key issues. The 

implications of this study highlight the need for enhanced education and socialization 

regarding the importance of public participation in tax payments, as well as increased 

transparency in the management of regional tax funds.  
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Abstrak 

Studi ini mengevaluasi dampak kebijakan pajak daerah yang diterapkan oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diharapkan dapat digunakan untuk 

mendukung pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap stakeholder 

terkait dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan pajak daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan PAD dan 

sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. 

Namun, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat akan manfaat pajak dan 

kepatuhan terhadap pembayaran pajak juga menjadi fokus utama dalam studi ini. Implikasi 

dari hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak serta peningkatan transparansi 

dalam pengelolaan dana pajak daerah. 

Kata Kunci: Kebijakan pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah, kesejahteraan masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

Kebijakan pajak daerah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Di Kabupaten Bojonegoro, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertanggung jawab atas pengelolaan 

pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan 

pajak daerah yang efektif dan efisien tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PAD, 

tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. 

Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi 

ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan minyak dan gas 

bumi. Pemerintah daerah melalui BPKAD telah mengimplementasikan berbagai kebijakan 

pajak yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, 

dan pajak-pajak lainnya yang relevan dengan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. 

Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai program 

pembangunan dan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pajak daerah sangat 

menentukan kualitas pelayanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. 

Namun, kebijakan pajak yang tidak tepat juga dapat menimbulkan beban bagi masyarakat 

dan menghambat aktivitas ekonomi. 

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pajak daerah yang 

diterapkan oleh BPKAD Bojonegoro terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan 

melihat bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi pendapatan masyarakat, kesempatan 

kerja, akses terhadap pelayanan publik, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, 

penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi 

kebijakan pajak daerah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dan 

kuantitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat BPKAD, pengusaha 

lokal, dan masyarakat umum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi BPKAD, laporan tahunan, dan publikasi lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan 

dengan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif 

mengenai dampak kebijakan pajak daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang berarti bagi pemerintah daerah Bojonegoro dalam merumuskan kebijakan 

pajak yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, kebijakan pajak daerah tidak 

hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan PAD, tetapi juga alat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 

Dalam konteks ekonomi daerah, pajak daerah merupakan salah satu instrumen fiskal 

yang sangat strategis. Di satu sisi, pajak daerah harus mampu menghasilkan pendapatan 

yang cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Di sisi lain, 

kebijakan pajak harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memberatkan masyarakat dan 

pelaku usaha, sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. 

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pajak daerah adalah memastikan 

bahwa kebijakan pajak yang diterapkan adil dan proporsional. Ini berarti bahwa beban pajak 

harus didistribusikan secara merata sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat dan 

potensi ekonomi masing-masing sektor. Kebijakan yang adil akan mendorong partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah 
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daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah juga 

menjadi faktor penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana pajak yang mereka 

bayarkan digunakan dan sejauh mana kontribusi mereka berdampak pada pembangunan 

daerah. Pemerintah daerah melalui BPKAD perlu meningkatkan keterbukaan informasi dan 

melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pajak. 

Pengelolaan pajak daerah yang baik juga memerlukan koordinasi yang efektif antara 

berbagai instansi pemerintah. BPKAD harus bekerja sama dengan dinas-dinas lain yang 

terkait dengan pengelolaan pajak, seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, 

dan instansi lainnya. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa kebijakan pajak dapat 

diimplementasikan secara efektif dan efisien. Sebagai salah satu kabupaten dengan potensi 

ekonomi yang cukup besar, Bojonegoro menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan 

penerimaan pajak daerah. Di satu sisi, potensi penerimaan dari sektor-sektor seperti minyak 

dan gas bumi sangat besar, namun di sisi lain, ada tantangan dalam memastikan bahwa 

penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. 

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih 

besar dalam mengelola sumber daya dan pendapatan daerah. Hal ini memberikan peluang 

bagi pemerintah daerah Bojonegoro untuk merumuskan kebijakan pajak yang inovatif dan 

sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah. Kebijakan yang tepat akan menjadi motor 

penggerak bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah 

daerah dalam menerapkan kebijakan pajak yang berorientasi pada kesejahteraan 

masyarakat. Kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, 

termasuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat, potensi ekonomi daerah, serta tantangan dan 

hambatan yang ada. 

Dengan demikian, kajian ini akan berfokus pada evaluasi dampak kebijakan pajak 

daerah yang diterapkan oleh BPKAD Bojonegoro terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan menjadi 

dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan 

berkeadilan di masa mendatang. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk 

mengevaluasi dampak kebijakan pajak daerah oleh BPKAD Bojonegoro terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 

dengan subjek yang terdiri dari pejabat dan staf BPKAD, pengusaha lokal dari berbagai 

sektor ekonomi, serta masyarakat umum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, 

observasi langsung, dan analisis dokumen resmi BPKAD serta laporan tahunan. Analisis data 

dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk mendapatkan pemahaman mendalam 

mengenai dampak kebijakan pajak daerah. Teknik triangulasi digunakan untuk menjaga 

validitas dan reliabilitas data, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan 

metode pengumpulan data. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti 

bagi pemerintah daerah Bojonegoro dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih efektif 

dan berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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PEMBAHASAN 

Dampak Kebijakan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Masyarakat 
Pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi 

dampak kebijakan pajak daerah. Melalui kebijakan ini, BPKAD Bojonegoro bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan daerah yang pada gilirannya diharapkan dapat mempengaruhi 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Penelitian ini mengidentifikasi 

bahwa kebijakan pajak daerah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif 

terhadap pendapatan masyarakat. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

melalui penerimaan pajak yang ditingkatkan, pemerintah daerah dapat lebih baik membiayai 

program-program pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial 

yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.  

Namun demikian, penelitian juga mengungkapkan bahwa kebijakan pajak daerah 

dapat menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat. Kenaikan biaya hidup atau harga 

barang dan jasa yang terkena pajak dapat mempengaruhi daya beli dan standar hidup 

masyarakat. Meskipun pajak adalah sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah 

daerah, perlu adanya keseimbangan yang cermat antara meningkatkan pendapatan daerah 

dan memastikan bahwa kebijakan pajak tidak memberatkan masyarakat secara berlebihan.  

Untuk mencapai keseimbangan ini, perlu dilakukan pemantauan yang cermat 

terhadap dampak ekonomi dari setiap kebijakan pajak yang diterapkan. Analisis terhadap 

distribusi beban pajak antara berbagai sektor dan kelompok masyarakat juga diperlukan 

untuk memastikan bahwa kebijakan pajak daerah tidak hanya efektif dalam meningkatkan 

PAD, tetapi juga berkeadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, langkah-langkah mitigasi dapat 

dipertimbangkan untuk melindungi kelompok rentan dari dampak negatif yang mungkin 

timbul akibat kebijakan pajak tersebut. 

Selain dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, kebijakan pajak daerah 

juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat 

Bojonegoro. Penerimaan pajak yang lebih tinggi dapat membuka peluang untuk 

meningkatkan akses terhadap layanan publik seperti infrastruktur transportasi, air bersih, 

dan sanitasi. Dalam jangka panjang, ini dapat meningkatkan kualitas hidup secara 

keseluruhan dengan menyediakan fasilitas dasar yang lebih baik bagi masyarakat. 

Di sisi lain, kebijakan pajak yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi lokal dengan membebani pelaku usaha dan mengurangi daya saing daerah. 

Pengusaha lokal sering kali merasakan beban pajak yang meningkat sebagai biaya 

tambahan yang harus ditanggung, yang dapat mengurangi investasi dan pengembangan 

usaha mereka. Oleh karena itu, penting bagi BPKAD Bojonegoro untuk mempertimbangkan 

dampak ekonomi jangka panjang dari kebijakan pajak yang mereka terapkan, serta untuk 

memperhitungkan strategi yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

Dengan memperhatikan implikasi sosial dan ekonomi yang kompleks ini, penelitian 

ini memberikan landasan yang kuat untuk evaluasi kebijakan pajak daerah yang 

berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Evaluasi 

yang cermat ini tidak hanya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam 

perumusan kebijakan di masa depan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pajak daerah. 
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Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Daerah  

Implementasi kebijakan pajak daerah di Bojonegoro menghadapi sejumlah 

tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan 

pajak. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan 

kesadaran masyarakat terkait kebijakan pajak daerah serta pentingnya kontribusi mereka 

dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian telah menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana pajak yang mereka 

bayar digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-

program lain yang mendukung kesejahteraan umum. Solusi untuk mengatasi tantangan ini 

termasuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi publik tentang peran penting pajak dalam 

pembangunan daerah. Langkah-langkah ini dapat meliputi kampanye penyuluhan, seminar, 

workshop, dan penggunaan media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

masyarakat. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah juga menjadi krusial 

untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. BPKAD 

Bojonegoro harus memastikan bahwa informasi mengenai pendapatan pajak, 

penggunaannya, serta hasil yang dicapai dengan jelas disampaikan kepada publik. Dengan 

cara ini, masyarakat dapat melihat secara langsung dampak positif dari kontribusi mereka 

dalam pembayaran pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan di daerah mereka. 

Audit dan laporan keuangan yang transparan juga diperlukan untuk memastikan bahwa 

dana pajak dikelola dengan baik dan efisien. 

Selanjutnya, perlu diperkuat juga upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di 

kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Sistem pemungutan pajak yang efektif dan tepat, 

serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pajak, akan membantu 

meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. BPKAD Bojonegoro dapat 

mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelaporan 

dan pembayaran pajak, sehingga meminimalkan potensi pelanggaran dan meningkatkan 

transparansi. 

Selain tantangan teknis, aspek keadilan sosial juga harus dipertimbangkan dalam 

kebijakan pajak daerah. Evaluasi terhadap struktur pajak, tarif pajak yang diterapkan, serta 

pengenaan pajak terhadap sektor-sektor ekonomi dan kelompok masyarakat tertentu perlu 

dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan pajak tidak hanya efektif 

dalam mengumpulkan pendapatan, tetapi juga adil dan tidak memberatkan bagi masyarakat 

yang kurang mampu. Reformasi kebijakan ini dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

 

 KESIMPULAN 

Implementasi kebijakan pajak daerah di Bojonegoro menghadapi sejumlah 

tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan 

pajak. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan 

kesadaran masyarakat terkait kebijakan pajak daerah serta pentingnya kontribusi mereka 

dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian telah menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana pajak yang mereka 
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bayar digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-

program lain yang mendukung kesejahteraan umum. Solusi untuk mengatasi tantangan ini 

termasuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi publik tentang peran penting pajak dalam 

pembangunan daerah. Langkah-langkah ini dapat meliputi kampanye penyuluhan, seminar, 

workshop, dan penggunaan media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

masyarakat. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah juga menjadi krusial 

untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. BPKAD 

Bojonegoro harus memastikan bahwa informasi mengenai pendapatan pajak, 

penggunaannya, serta hasil yang dicapai dengan jelas disampaikan kepada publik. Dengan 

cara ini, masyarakat dapat melihat secara langsung dampak positif dari kontribusi mereka 

dalam pembayaran pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan di daerah mereka. 

Audit dan laporan keuangan yang transparan juga diperlukan untuk memastikan bahwa 

dana pajak dikelola dengan baik dan efisien. 

Selanjutnya, perlu diperkuat juga upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di 

kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Sistem pemungutan pajak yang efektif dan tepat, 

serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pajak, akan membantu 

meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. BPKAD Bojonegoro dapat 

mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelaporan 

dan pembayaran pajak, sehingga meminimalkan potensi pelanggaran dan meningkatkan 

transparansi. Selain tantangan teknis, aspek keadilan sosial juga harus dipertimbangkan 

dalam kebijakan pajak daerah. Evaluasi terhadap struktur pajak, tarif pajak yang diterapkan, 

serta pengenaan pajak terhadap sektor-sektor ekonomi dan kelompok masyarakat tertentu 

perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan pajak tidak hanya efektif 

dalam mengumpulkan pendapatan, tetapi juga adil dan tidak memberatkan bagi masyarakat 

yang kurang mampu. Reformasi kebijakan ini dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.  
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